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Jika perusahaan benar-benar tidak ingin ketinggalan dalam dunia bisnis, 
perusahaan perlu melakukan inovasi-inovasi produk baru dengan tepat dan 
menyelaraskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dengan baik. 
salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis adalah 
Reklame, karena dengan pemasangan Reklame, suatu perusahaan dapat 
mengenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara 
tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan hasil produksi suatu 
perusahaan.Tetapi di kota Malang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan 
dalam bidang perizinan khususnya  izin pemasangan Reklame sehingga 
mengakibatkan dibongkarnya secara paksa papan Reklame oleh pihak 
Pemerintah Kota karena dinilai mengganggu estetika lingkungan, dapat 
membahayakan masyarakat sekitar dan pengguna jalan, serta merugikan 
Negara. 
 
Metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu 
maksud dari peneilitian yuridis yaitu berusaha melihat dan memahami 
permasalahan-permasalahan yang timbul dikaitkan dengan pelaksanaan 
ketentuan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008 dan secara sosiologis yaitu 
peraturan hukum yang berlaku itu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. 
Hasil dari penelitian ini diketahuiImplementasi Pasal 25 Perda Nomor 10 Tahun 
2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis 
Masyarakatadalah1) Sanksi-sanksi administrasi sudah di terapkan pada 
pelanggaran penyelenggaraan reklame pasal  34 Peraturan Walikota Malang 
Nomor 19 Tahun 2013 berupa pencabutan Izin Reklame dan sanksi Denda 
terhadap Penyelenggara Reklame yang melakukan Pelanggaran Izin Reklame. 2) 
Penerapan sanksi jika terjadi kesalahan dalam proses penyelenggaraan reklame 
terhadap pemohon dan pemerintah Kota Malang apabila yaitu: a) Apabila 
dikemudian hari terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh staff Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang semisal ada kesalahan 
prosedur (dismissal procedure) atau maladministrasi dalam pemberian ijin 
penyelenggaraan reklame, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) 
akan memberikan sanksi disiplin PNS terhadap staff tersebut. b) Apabila 
penyelenggara reklame melakukan pelanggaran yang dilakukan bersama-sama 
staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), maka Ijin penyelenggaraan 
reklame akan dicabut, dan dikenakan tindak pidana ringan.2) Kendala-Kendala 
Dalam Penerapan Sanksi-Sanksi Administrasi Terhadap Penyelenggaraan 
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Reklame yaitu Pemanggilan terhadap pemohon terkait pelanggaran Izin yang 
telah dilakukan oleh Penyelenggara Reklame namun tidak ditanggapi oleh 
Penyelenggara Reklame terebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan tersebut adalah mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin 
Reklame kepada Penyelenggara Reklame dan membuat surat kepada Satuan 
Polisi Pamong Praja terkait dengan pelanggaran ijin reklame untuk di lakukan 
penindakan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Latar Belakang 
Siap ataupun tidak siap mau atau tidak mau, globalisasi hadir dihadapan 
dan telah memaksa kita untuk terjun dalam arena percaturan dunia tanpa batas 
antar negara (borderles). Batas antar negara yang semakin bias di picu oleh 
derasnya arus informasi yang di dukung teknologi canggih dan diantaranya 
menjamurnya jaringan internet yang memberikan kemudahan untuk mengakses 
informasi secara tepat dan mudah dari penjuru dunia. 
Bila kita tinjau dari sudut pandang perekonomian tentu saja hal ini 
berdampak pada laju pertumbuhan perekonomian suatu negara dalam 
hubungan multilateral dalam skala internasional maupun regional yang sangat 
baik. Kemajuan teknologi tersebut selain membawa dampak yang sangat baik 
bagi perekonomian juga dapat berdampak pada bertambahnya usaha dalam 
berbagai bidang. Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang dirasakan 
semakin pesat, membuat tingkat persaingan yang terjadi dalam dunia 
perdagangan semakin ketat pula, sehingga perusahaan di tuntut pula untuk 
selalu tanggap, peka dan dapat menyusun strategi bisnis yang tepat sehingga 
mampu mengantisipasi segala perubahan lingkungan baik itu yang timbul dari 
ranah eksternal maupun lingkungan internal sehingga tetap dapat hidup dan 
mampu  bersaing dengan perusahaan lain. 
Oleh karena itu jika perusahaan benar-benar tidak ingin ketinggalan 
dalam dunia bisnis, perusahaan perlu melakukan inovasi-inovasi produk baru 
dengan tepat dan menyelaraskan dengan berbagai faktor yang 
mempengaruhinya dengan baik. salah satu faktor yang dapat berpengaruh 
terhadap perkembangan bisnis adalah Reklame, karena dengan pemasangan 
Reklame, suatu perusahaan dapat mengenalkan sekaligus memasarkan 
produknya kepada masyarakat luas secara tidak langsung, hal ini dapat 
meningkatkan hasil produksi suatu perusahaan. 
Berbicara mengenai Reklame, reclame berasal dari bahasa Belanda dan 
di ambil atau dikutip dari bahasa Perancis, yaitu reclamire yang berarti berteriak 
berulang-ulang, mungkin pada masa lalu seorang pejabat atau pengusaha ingin 
memperkenalkan suatu pengumuman atau peluncuran produk baru maka 
dipergunakan alat mirip corong untuk meneriakkan dan memanggil secara 
berulang-ulang agar menarik perhatian audiencenya, tetapi yang 
membedakannya adalah peralatan atau sarana media Reklame sekarang lebih 
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canggih dan lebih luas jangkauannya, baik menggunakan media massa 
elektronik maupun media cetak.
1
 
Di dalam upaya menyampaikan informasi atau pesannya kepada 
konsumen yang tersebar luas diberbagai tempat, serta untuk menjamin agar 
pesan atau informasi mengenai produk yang akan disampaikan melalui teknik 
pemasangan Reklame, agar tidak dipergunakan untuk tujuan yang tidak benar 
atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam 
proses pemasangan Reklame diwajibkan memenuhi peraturan-peraturan yang 
sudah ditetapkan. Tetapi di kota Malang banyak terjadi penyimpangan-
penyimpangan dalam bidang perizinan khususnya  izin pemasangan Reklame 
sehingga mengakibatkan dibongkarnya secara paksa papan Reklame oleh pihak 
Pemerintah Kota karena dinilai mengganggu estetika lingkungan, dapat 
membahayakan masyarakat sekitar dan pengguna jalan, serta merugikan 
Negara. 
Selama ini banyak sekali reklame-reklame liar alias tak berizin yang 
terpasang di teritori administrasi Pemkot Malang.Terutama pada reklame yang 
bersifat insidentil atau reklame kecil yang berupa pamflet, spanduk, umbul–
umbul dan stiker. Dengan jumlah yang banyak dan beragam serta tersebar 
secara acak di wilayah Kota Malang, tentu menjadi tugas yang tidak mudah bagi 
jajaran Satpol PP.Dalam kurun waktu sehari selalu ada saja yang reklame liar 
tanpa Izin yang terjaring dalam penertiban melalui patroli rutin. Ibaratnya, 
jajaran Polisi Pamong Praja seakan selalu tertinggal selangkah dari para 
pemasang reklame liar.Sekalipun upaya represif terus digalakkan, tapi selalu ada 
saja yang melakukan pelanggaran.
2
 
Izin pemasangan Reklame di Kota Malang diatur di dalam Peraturan 
Walikota Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perijinan, Pemasangan dan 
Pencabutan Ijin Reklame di Kota Malang yang di gantikan Peraturan Walikota 
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perijinan Reklame. Mengenai pajak Reklame 
diatur di dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Perhitungan Pajak Reklame. Peraturan demi peraturan telah ditetapkan 
sedemikian rupa, namun masih juga timbul masalah, sehingga sebagai syarat 
demi menjamin berfungsinya rencana atau tujuan Peraturan Walikota Nomor 19 
Tahun 2013 tentang Perizinan Reklame, di dalam pelaksanaannya perlu 
dukungan dari instansi-instansi yang terkait maupun partisipasi masyarakat di 
dalam pananganannya. 
Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota mengenai Reklame, baik 
Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklame di  di Kota 
Malang dan Peraturan Walikota Malang No. 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Perhitungan Pajak Reklame, inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti 
tentang penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penyelenggaraan 
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reklame di Kota Malang yang penulisannya difokuskan pada pelaksanaan 







1. Apakah sanksi-sanksi administrasi sudah di terapkan pada pelanggaran 
penyelenggaraan reklame pasal  34 Peraturan Walikota Malang Nomor 19 
Tahun 2013? 
2. Bagaimanakah penerapan sanksinya jika terjadi kesalahan dalam proses 
penyelenggaraan Reklame terhadap Pemohon dan Pemerintah Kota? 
3. Apa saja kendala-kendala dalam penerapan sanksi-sanksi administrasi 




Metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini 
mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
dalam hal ini Penerapan sanksi-sanksi administrasi pada pelanggaran 
penyelenggaraan reklame pasal  34 Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 




A. Penerapan Sanksi-Sanksi Administrasi Pada Pelanggaran 
Penyelenggaraan Reklame pasal  34 Peraturan Walikota Malang Nomor 
19 Tahun 2013 
Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu sektor dalam 
penerimaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar 
penerimaan keuangan daerah menjadi optimal.  Namun walau sudah ada 
peraturan di daerah yang mengatur tetapi penyelenggaraan reklame seringkali 
melanggar aturan yang ditetapkan. Di Kota Malang sendiri penyelenggaraan 
reklame di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Tata 
Cara Pemasangan, Perizinan, Pencabutan Izin Reklame di Kota Malang 
disamping itu sekarang ada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 
2013 tentang Perizinan Reklame, yang menggantikan Peraturan Walikota Nomor 
22 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemasangan, Perizinan, Pencabutan Izin 
Reklame di Kota Malang. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 
19 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklame, maka semua perizinan reklame di 
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Kota Malang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perizinan Reklame tersebut. 
Persyarata dari Penyelenggaraan reklame yang diatur di dalam Pasal 5 
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perizinan 
Reklame adalah sebagai berikut: 
1. Keindahan; 
2. Kepribadian; 
3. Budaya bangsa; 
4. Tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, 
keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan  
5. Harus sesuai dengan rencana tata ruang kota. 
Menurut Kepala Badan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota 
Malang
3
 setiap penyelenggaraan reklame diwajibkan memiliki Izin 
Penyelenggaraan Reklame dari BP2T Kota Malang. Dengan persyaratan 
administrasi sebagai berikut: 
1. Mengisi formulir pengajuan Izin pemasangan reklame tetap bermaterei 
cukup; 
2. Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan 
aslinya; 
3. Gambar rencana reklame dengan skala sesuai kebutuhan (1:50, 1:100, 1:200) 
disertai dengan gambar titik lokasi dengan skala sesuai kebutuhan (1:100 
sampai 1:1000) rangkap 3 (tiga) lembar;  
4. Foto copy Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan untuk Reklame Tetap yang 
materi atau temanya menyebutkan perusahaan atau jenis usaha yang 
berada di Kota Malang; 
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan (persil) bermaterei 
cukup untuk reklame yang dipasang pada tanah milik orang lain; 
6. Untuk pemasangan reklame tetap yang melintang di dalam RUMIJA existing 
dengan status jalan propinsi atau jalan nasional yang berada di wilayah Kota 
Malang persyaratan administrasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
7. Surat pernyataan kesanggupan bermaterei cukup (asli dan foto copy rangkap 
1(satu)) dengan ketentuan: 
a. Melaksanakan Izin Pemasangan Reklame Tetap sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup menerima 
sanksi apabila terjadi penyalahgunaan Izin; 
b. Melepas reklame/menanggung kerugian/kerusakan yang diakibatkan, 
apabila ada gugatan/keberatan dari warga masyarakat yang menurut 
ukuran normatif/obyektif dapat diterima kebenarannya; 
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 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, 
tanggal  17 Desember 2013 
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c. Sanggup membayar biaya jaminan bongkar reklame tetap berdasarkan 
nilai konstruksi bangunan reklame tetap, dengan ketentuan: 
1. Untuk ketentuan besarnya nilai konstruksi ditentukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2. Besarnya nilai biaya jaminan bongkar dibuat oleh Dinas PerIzinan 
melalui Bidang Penetapan dan Pembukuan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
3. Pembayaran jaminan bongkar dilakukan bersamaan dengan 
pembayaran pajak reklame; 
4. Untuk pembayaran jaminan bongkar akan diberi tanda terima 
pembayaran di Loket Pembayaran Retribusi/Pajak; 
5. Apabila masa berlakunya habis dan tidak dilakukan pembaharuan 
Izin, maka biaya jaminan bongkar dapat diambil kembali dengan 
menyerahkan asli tanda terima pembayaran jaminan bongkar beserta 
bukti lainnya yang dianggap perlu; 
6. Besarnya biaya konstruksi ditentukan/dihitung dan ditandatangani 
oleh Tim Pertimbangan Izin Pemasangan Reklame Tetap 
d. Sanggup membayar biaya sewa tanah kepada Pemerintah Kota Malang 
atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur, apabila lokasi pemasangan 
reklame berada pada RUMIJA existing yang status kepemilikan tanahnya 
sebagai aset atau milik Pemerintah Kota Malang atau Pemerintah 
Propinsi Jawa Timur. 
8. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengurus atau memiliki IMB reklame 
bermaterei cukup (asli dan foto copy rangkap 1(satu)) untuk reklame tetap 
dengan ukuran diatas 8 m
2
 yang tidak menyatu dengan bangunan apabila 
dalam pengajuan reklame tetap dimaksud mendapat persetujuan Tim 
Pertimbangan Izin Pemasangan Reklame Tetap; 
9. Ketentuan pembaharuan Izin Reklame yang habis masa berlakunya, yaitu 
selain ketentuan yang dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 
angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah: 
a. Foto copy IMB reklame tetap rangkap 2 (dua) yang telah dilegalisir oleh 
Dinas PerIzinan atau dengan memperlihatkan aslinya untuk ukuran 
reklame tetap diatas 8 m
2
 yang tidak menyatu dengan bangunan gedung; 
b. Foto copy rangkap 2 (dua) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 
10. Mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Walikota dengan melampirkan 
hasil laporan Tim Pertimbangan Izin Pemasangan Reklame Tetap Kota 
Malang untuk jenis-jenis reklame sebagai berikut: 
a. Reklame yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak lain; 
b. Reklame bando jalan; 
c. Reklame display board; 
d. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang (JPO); 
e. Reklame di area Taman Kota; 
f. Reklame yang dipasang pada pagar pengaman fly over (jalan layang); 
g. Reklame yang dipasang pada tempat yang berurutan yang jumlahnya di 
atas 10 (sepuluh) buah dengan reklame yang sama. 
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h. Reklame dengan ukuran 12 m2 atau lebih besar yang tidak menyatu 
dengan bangunan gedung. 
Jangka waktu masa berlakunya Izin Reklame Tetap adalah 1 (satu) tahun 
dan dapat dilakukan pembaharuan Izin untuk tahun berikutnya, hal ini diatur di 
dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2013 
tentang Perizinan Reklame. Apabila dalam pembaharuan Izin reklame dimaksud 
lokasi reklame tersebut terdapat 3 (tiga) atau lebih Pemohon untuk memasang 
reklame dilokasi yang sama, maka lokasi dimaksud dapat ditenderkan.
4
 
Mekanisme pengawasan Perizinan penyelenggaraan di Kota Malang 
selama ini adalah BP2T memberikan informasi kepada satpol pp untuk 
penertiban IMB terkait Perizinan Reklame dan juga menulis surat kepada satpol 
pp terkait dengan pelanggaran Izin reklame yang di lakukan oleh pemohon 
reklame.
5
 Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Malang
6
dengan melihat secara fisik pemasangan reklame atau dengan cara 
random sampling beberapa reklame khususnya reklame tetap mengklarifikasi ke 
dinas perIzinan. 
Model Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Malang terhadap perIzinan penyelenggaraan reklame terkait dengan 
penegakan peraturan daerah khusunya terkait Izin reklame satpol pp secara rutin 
selalu mengawasi secara berkala terhadap proses Izin reklame maupun terhadap 
reklame yang sudah terpasang baik masa Izinnya yang sudah habis maupun 
tidak memiliki Izin. Model pengawasan dengan melakukan patroli wilayah 
dengan melihat dimana ada spanduk yang terpasang, khusus reklame insidentil 
tertera di fisik reklame (porporasi dari Pemerintah Kota Malang).
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Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Reklame 




1. Melanggar batas waktu pemasangan reklame,  
2. Penambahan ukuran reklame dari yang telah di tetapkan 
Ditambahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 
bahwa dalam tahun 2013 yang lalu terjadi 8 (delapan) pelanggaran yang 
dilakukan oleh penyelenggara reklame. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat 
dilihat dalam Tabel 4.1 di bawah ini: 
Tabel 4.1 














Data Rekapitulasi Sidang Tipiring Pelanggaran Reklame 2013 








































































































Sumber: Data Sekunder Satuan Polisi Pamong Praja (diolah) 
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Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui pelanggaran terbanyak ada pada 
penyelenggaraan reklame sebanyak 6 (enam) pelanggaran, 2 (dua) pelanggaran 
reklame dalam bentuk Izin penyelenggaraan reklame, dari 2 (dua) pelanggaran 
Izin Rekame yang 1 (satu) berupa pelanggaran batas waktu Izin reklame yang 
diberikan dan 1 (satu) lagi karena tidak mempunyai Izin reklame. 6 (enam) 
pelanggaraan penyelenggaraan reklame yang dimaksud menurut Kepala Satuan 
Polisi Pamong Praja
9
 adalah berkaitan dengan ukuran dan letak tempat reklame 
terpasang.  
 
Dilihat dari tabel 4.1 diatas maka sanksi yang diterapkan sebagian besar berupa 
sanksi denda terhadap pelanggaran yang terjadi sepanjang tahun 2013. Denda 
terbesar adalah Rp. 400.000,- yang terjadi pada pelanggaran dengan Nomor 
perkara 182/189/35.73.501/2013 dan 182/335/35.73.501/2013, bentuk 
pelanggaran dari  pelanggaran dengan Nomor perkara 182/189/35.73.501/2013 
dan 182/335/35.73.501/2013 adalah pelanggaraan penyelenggaraan reklame 
dan sanksi denda terendah ialah sebesar Rp. 100.000,- dijatuhkan pada tidak 
adanya Izin penyelenggaraan reklame dengan nomor perkara 
182/188/35.73.501/2013. 
 Menurut Penulis penerapan sanksi denda pada pelanggaran perizinan 
penyelenggaraan reklame adalah sebagai bentuk dari sanksi administrasi yang 
dilakukan aparatur pemerintah dalam fungsinya sebagai pemberi izin 
dikarenakan penyelenggara reklame dalam hal ini pelaku usaha tidak 
memberikan laporan tentang perkembangan penyelenggaran reklame yang 
mereka lakukan, hal itu juga sesuai dengan  yang dikemukakan oleh Siti Kurnia 
Rahayu dan Ely Suhayati
10
 berkaitan dengan salah satu bentuk sanksi 
administrasi yaitu sanksi denda yang dijelaskan sebagai berikut: 
“Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran 
yang berkitan dengan kewajiban pelaporan.” 
Sanksi-sanksi diatas juga merupakan salah satu cara yang dapat 
memaksakan aturan tentang perizinan reklame di Kota Malang dapat 
dipaksakan oleh tata usaha negara, hal ini senada dengan Philipus M. 
Hadjon
11
mengemukakan bahwa  
“Tidak ada gunanya memasukkan kewajiban, larangan-larangan bagi 
warga ke dalam suatu peraturan ketika aturan itu tidak dapat 
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 Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, tanggal  25 
Februari 2014 
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Damang, Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara. 




dipaksakan oleh tata usaha negara, maka salah satu cara yang dapat 
memaksakan adalah sanksi.” 
Faktor yang menjadi penyebab adanya pelanggaraan penyelenggaraan 
reklame menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
12
adalah kurang kedisiplinan 
dan tidak taat terhadap tata tertib yang sudah ditetapkan baik dalam Peraturan 
Walikota Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame maupun dari 
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan 
Reklame dari si penyelenggara atau pemohon reklame.  
Ditambahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
13
 sanksi yang biasa 
dikenakan di dalam penanganan pada pelanggaran penyelenggaraan reklame 
berdasarkan pasal  34 Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2013 
Tentang Perizinan Reklame adalah berupa sanksi Denda dan juga pencabutan 
Izin Penyelenggaraan Reklame, hal itu juga sesuai dengan Pasal 27 Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.  
Namun sebelum melakukan pencabutan Izin Penyelenggaraan Izin 
Reklame menurut Kepala BP2T Kota Malang
14
melalui Satuan Polisi Pamong Praja 
terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Penyelenggara Reklame 
dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka 
waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat 
dimaksud, mekanisme ini sudah diatur di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan 
Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame. 
Apabila ternyata Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Kepala BP2T 
tidak diindahkan oleh para penyeleggara reklame, maka Kepala BP2T 
mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Reklame kepada Penyelenggara 
Reklame dan membuat surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan 
pelanggaran ijin reklame untuk di lakukan penindakan Satuan Polisi Pamong 
Praja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembuatan Surat Keputusan 
Pencabutan Izin itu sudah sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Walikota 
Malang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame.
15
 
Menurut penulis adanya pelanggaran penyelenggaraan reklame yang 
dilakukan oleh pelaku usaha membuktikan bahwa adanya ketidak efektifan 
substansi Peraturan Walokota Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame 
maupun dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang 
Penyelenggaraan Reklame dikarenakan dari kedua aturan tersebut sifat 
imperatifnya masih kurang dikarenakan ketidaktegasan dari sanksi yang ada 
baik administratif maupun sanksi pidananya. Sebuah peraturan dan ataupun 
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perundang-undangan bisa dikatakan berlaku efektif dalam implementasinya 
menurut Soerjono Soekanto
16
 ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, 
antara lain: 
1. Faktor hukumnya sendiri 
2. Faktor Penegak hukum 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 
ditetapkan 
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil, karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  
Faktor hukumnya sendiri itulah yang dimaksud dalam Friedman sebagai 
Faktor Substansi. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum yang 
beroperasi dapat di anggap sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga 
komponen, yaitu substansi, structural,cultural.
17
 
Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya 
maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum 
maupun pencari keadailan. Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari 
sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum 
formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya. Kultural pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 
hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak 
mengenai apa yang di anggap buruk. 
Disamping Satuan Polisi Pamong Praja selama ini Pengawasan Izin 
Reklame yang dilakukan oleh BP2T juga bekerja sama dengan Dinas Pendapatan 
Daerah (Dispenda) terkait masa pajak reklame yang telah di lunasi atau belum. 
Terkait dengan hal-hal itu, maka mekanisme pengawasannya selama ini adalah 
dengan metode Satuan Polisi Pamong Praja membuat surat ke Dispenda terkait 
pajak reklame sudah di bayar atau belum, BP2T terkait dengan ijin reklame yang 




Faktor yang menjadi penyebab adanya pelanggaraan penyelenggaraan 
reklame menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
19
 adalah kurang 
kedisiplinan dan tidak taat terhadap tata tertib yang sudah ditetapkan baik 
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dalam Peraturan Walokota Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perijinan, 
Pemasangan dan Pencabutan Ijin Reklame maupun dari Peraturan Daerah Kota 
Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dari si 
penyelenggara atau pemohon reklame.  
Ditambahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
20
 sanksi yang biasa 
dikenakan di dalam penanganan pada pelanggaran penyelenggaraan reklame 
berdasarkan pasal  34 Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Perijinan, Pemasangan dan Pencabutan Ijin Reklame adalah 
berupa sanksi Denda dan juga pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame, hal itu 
juga sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang 
Penyelenggaraan Reklame.  
Namun sebelum melakukan pencabutan Izin Penyelenggaraan Izin 
Reklame menurut Kepala BP2T Kota Malang
21
melalui Satuan Polisi Pamong Praja 
terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Penyelenggara Reklame 
dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka 
waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat 
dimaksud, mekanisme ini sudah diatur di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan 
Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perijinan, 
Pemasangan dan Pencabutan Ijin Reklame. 
Apabila ternyata Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Kepala BP2T 
tidak diindahkan oleh para penyeleggara reklame, maka Kepala BP2T 
mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Reklame kepada Penyelenggara 
Reklame dan membuat surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan 
pelanggaran ijin reklame untuk di lakukan penindakan Satuan Polisi Pamong 
Praja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembuatan Surat Keputusan 
Pencabutan Izin itu sudah sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Walikota 




Disamping Satuan Polisi Pamong Praja selama ini Pengawasan Izin 
Reklame yang dilakukan oleh BP2T juga bekerja sama dengan Dinas Pendapatan 
Daerah (Dispenda) terkait masa pajak reklame yang telah di lunasi atau belum. 
Terkait dengan hal-hal itu, maka mekanisme pengawasannya selama ini adlah 
dengan metode Satuan Polisi Pamong Praja membuat surat ke Dispenda terkait 
pajak reklame sudah di bayar atau belum, BP2T terkait dengan ijin reklame yang 




B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame  
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Selama ini Pemerintah Kota dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BP2T) Kota Malang dalam memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame 
di Kota sudah sesuai Peraturan yang berlaku dalm hal ini adalah sudah sesuai 
dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Tata Cara 
Pemasangan, Perizinan, Pencabutan ijin Reklame di Kota Malang dan juga 
Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perijinan Reklame, 
namun apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh staff 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang semisal ada kesalahan 
prosedur (dismissal procedure) atau maladministrasi dalam pemberian ijin 
penyelenggaraan reklame, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) 
akan memberikan sanksi disiplin PNS terhadap staff tersebut.
24
 
Dan kepada penyelenggara reklame dalam hal ini pelaku usahanya maka 
jika dijumpai ada pelanggaran yang dilakukan bersama-sama staff Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), maka ijin penyelenggaraan reklame akan 
dicabut, dan dikenakan tindak pidana ringan. Dan penindakan tersebut akan 
ditangani langsung oleh Satuan Polisis Pamong Praja Kota Malang. Hal ini 
dilakukan agar ada kepastian hukum bagi para penyelenggara reklame dan 
untuk mewujudkan prinsip good governance.
25
 
Dalam konteks good governance maka menurut penulis apa yang 
dilakukan oleh BP2T dalam melakukan penindakan ketika adanya pelanggaran 
yang dilakukan pelaku usaha bersama-sama dengan staff BP2T sudah sesuai 
dengan yang dikatakan Sutedi mengatakan bahwa: 
“Regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan yang 
menjunjung tinggi good governance, harus diwujudkan dengan adanya 
mekanisme komplain dan penyelesaian sengekta karena adanya 
berbagai pihak yang terlibat. Berikut ini yang harus diperhatikan dalam 
hal tersebut: 
a. prosedur sederhana dibuka (dapat diakses) secara luas; 
b. menjaga kerahasiaan pihak yang melakukan komplain; 
c. menggunakan berbagai media; 
d. dilakukan penyelesaian sesegera mungkin; 
e. membuka akses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan 
atau non pengadilan.”  
 
Sementara itu menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
26
 apabila dimana 
terjadi kesalahan dalam proses penyelenggaraan reklame yang di lakukan 
pemohon yang mana pemohon dalam perijinannya ukuran maupun letak 
tempatnya berbeda dengan pelaksaannya maka BP2T akan bertindak yang mana 
telah di beritahukan kepada satpol pp untuk melaksanakan eksekusi. 
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C. Kendala-Kendala dalam Penerapan Sanksi-Sanksi Administrasi 
Terhadap Penyelenggaraan Reklame 
Kendala yang dialami Pemanggilan terhadap pemohon terkait 
pelanggaran Izin yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Reklame namun tidak 
ditanggapi oleh Penyelenggara Reklame terebut. Upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi hambatan tersebut adalah mengeluarkan Surat Keputusan 
Pencabutan Izin Reklame kepada Penyelenggara Reklame dan membuat surat 
kepada Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan pelanggaran ijin reklame 
untuk di lakukan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
Adanya kendala dalam penerapan sanksi-sanksi administrasi terhadap 
penyelenggaraan reklame tentu saja tak lepas dari tidak berfungsinya salah satu 
komponen-komponen model sistem implementasi sanksi administrasi yaitu ada 
pada unsur pelaksana (implementator) yaitu BP2T dan Satuan Polisi Pamong 
Praja yang menurut penulis belum ada ketegasan terhadap para pelaku usaha 
agar mereka mau untuk hadir pada saat dilakukannya pemanggilan. 
Keberhasilan Implementasi Kebijakan itu tergantung dari terlaksananya 
komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik. Komponen-
komponen model sistem implementasi kebijakan public menurutTachjan
27
, terdiri 
atas : (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) target groups, yaitu 
kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima 
manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur 
pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung 
jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses 
implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan 
politik). 
Disamping itu adanya kendala pada dalam penerapan sanksi-sanksi 
administrasi terhadap penyelenggaraan reklame terletak pada kegagalan faktor 
sistem organisasi pelaksana karena ketidakjelasan jaringan sistem, model 
monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih antara BP2T dan 
Satuan Polisi Pamong Praja. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan 




1. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh par a 
pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya 
tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau 
tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak; 
2. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat 
pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, 
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kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari 
para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah 
latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. 
Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secarakolektif 
dalam menjalankan misi implementasi kebijakan; 
Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut 
jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi 
pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main 
organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan,model monitoring yang 




Dari hasil dan pembahasan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Sanksi-sanksi administrasi sudah di terapkan pada pelanggaran 
penyelenggaraan reklame pasal  34 Peraturan Walikota Malang Nomor 19 
Tahun 2013 berupa pencabutan Izin Reklame dan sanksi Denda terhadap 
Penyelenggara Reklame yang melakukan Pelanggaran Izin Reklame. 
2. Penerapan sanksi jika terjadi kesalahan dalam proses penyelenggaraan 
reklame terhadap pemohon dan pemerintah Kota Malang yaitu: 
a. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh staff 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang semisal ada 
kesalahan prosedur (dismissal procedure) atau maladministrasi dalam 
pemberian ijin penyelenggaraan reklame, maka Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu (BP2T) akan memberikan sanksi disiplin PNS terhadap 
staff tersebut. 
b. Apabila penyelenggara reklame melakukan pelanggaran yang dilakukan 
bersama-sama staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), maka 
Ijin penyelenggaraan reklame akan dicabut, dan dikenakan tindak pidana 
ringan. 
3. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Sanksi-Sanksi Administrasi Terhadap 
Penyelenggaraan Reklame yaitu Pemanggilan terhadap pemohon terkait 
pelanggaran Izin yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Reklame namun 
tidak ditanggapi oleh Penyelenggara Reklame terebut. Upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengeluarkan Surat Keputusan 
Pencabutan Izin Reklame kepada Penyelenggara Reklame dan membuat 
surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan pelanggaran ijin 
reklame untuk di lakukan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai 




Saran yang bisa penulis berikan dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Perlu adanya sinersitas antara BP2T dan Polisi Pamongpraja dalam 
melakukan eksekusi terhadap sanksi administrasi di dalam menerapkan 
peraturan berkaitan dengan izin reklame yang ada, sehingga kedepannya 
tidak ada pelanggaran lagi berkaitan dengan izin reklame yang sudah 
diterbitakan bagi para penyelenggara izin reklame. 
2. Hendaknya sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 
Izin Reklame lebih ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran 
Perizinan Penyelenggaraan Reklame. 
3. Penyelenggara Reklame hendaknya selalu berkoordinasi dengan BP2T dan 
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